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Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan mengambil kesimpulan dari permasalahan yang

dibahas dalam skripsi ini. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan

sebelumnya, maka kesimpulan yang penulis dapat ialah:

1.1 Pada Perjanjian Kredit Bank Mandiri Syariah

1.

Perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah termasuk dalam perjanjian baku.
Hal ini dikarenakan perjanjian ini memenuhi pengertian menurut SEOJK
No. 13 Tahun 2014. Dimana perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah ini
ialah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Bank
Mandiri Syariah dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun
cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan kredit kepada
nasabah secara massal.

Secara format perjanjian, perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah telah
sesuai dengan ketentuan dalam bagian III butir 1 dan 6 SEOJK No. 13
Tahun 2014 yang mengatur mengenai format perjanjian baku. Namun,
perjanjian ini tidak mengatakan dengan tegas bahwa perjanjian ini telah
disesuaikan dengan ketentuan POJK, sebagaimana dalam bagian III butir
4 SEOJK No. 13 Tahun 2014. Selain itu, perjanjian ini juga tidak
memberikan waktu kepada nasabah untuk memahami isi dari perjanjian,
sebagaimana diatur dalam bagian III butir 6 huruf ¢ SEOJK No. 13
Tahun 2014.

Melihat isi dari perjanjian baku, perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah
telah sesuai dengan Pasal 3 POJK No. 1 Tahun 2013 pada Pasal 8 &
Pasal 9 perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah, 10 POJK No. 1 Tahun
2013 pada Pasal 2 & Pasal 6 perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah,
Pasal 13 POJK No. 1 Tahun 2013 pada Pasal 2 perjanjian kredit Bank
Mandiri Syariah, Pasal 25 POJK No. 1 Tahun 2013 pada Pasal 12
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perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah, Pasal 2 POJK No. 1 Tahun 2014
pada Pasal 15 perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah, SEOJK No. 23
Tahun 2014 bagian II butir 4 huruf f pada Pasal 18, dan Fatwa Dewan
Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah ayat 7
pada Pasal 4 & Pasal 5 perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah, ayat 5
pada Pasal 4 & Pasal 5 perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah, dan ayat
6 pada Pasal 2 & Pasal 6 perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah.

. Pada perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah juga terdapat
ketidaksesuaian dengan Pasal 22 POJK No. 1 Tahun 2013 dan SEOJK
No. 13 Tahun 2014, pada Pasal 13 perjanjian kredit Bank Mandiri
Syariah. Dimana pada pasal 13 tersebut, Bank Mandiri Syariah berhak
menerima pembayaran claim.

. Perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah memenuhi Syarat sahnya
perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Pada perjanjian kredit Bank
Mandiri Syariah memenuhi syarat kesepakatan antar Nasabah Bank
Mandiri Syariah dan Bank Mandiri Syariah dengan adanya tandatangan
yang tercantum pada perjanjian dan Pasal 10 huruf a perjanjian kredit
Bank Mandiri Syariah. Syarat adanya kecakapan para pihak terlihat
dengan adanya Pasal 10 huruf ¢ yang mewajibkan istri/suami nasabah
untuk mengetahui dan menyetujui perjanjian kredit ini. Syarat suatu hal
tertentu dapat dilihat dalam Pasal 2 perjanjian kredit Bank Mandiri
Syariah yang menjelaskan mengenai obyek dari perjanjian. Syarat sebab
yang halal dapat disimpulkan bahwa nasabah membuat perjanjian kredit
ini dengan maksud untuk mendapatkan kredit/pinjaman dari bank,
sebagaimana dikatakan dalam Pasal 2 perjanjian kredit Bank Mandiri
Syariah yang tidak melanggar Undang-Undang, kesusilaan, dan
ketertiban umum.

. Perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah juga memenuhi rukun sahnya
perjanjian menurut prinsip syariah. Dalam rukun, pernyataan mengikat

diri (ijjab qabul) dilihat dari adanya tandatangan para pihak yang
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menyetujui perjanjian ini, adanya pihak-pihak yang membuat perjanjian
terpenuhi dengan melihat bahwa perjanjian ini dibuat oleh Bank Mandiri
Syariah dan Nasabah Bank Mandiri Syariah, adanya objek perjanjian
dapat dilihat pada Pasal 2 perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah, dan
adanya tujuan untuk memberikan Nasabah Bank Mandiri Syariah
pinjaman/kredit yang akan diberikan oleh Bank Mandiri Syariah.

Perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah memenuhi asas-asas yang
terdapat dalam KUHPerdata. Asas kepribadian dapat dilihat bahwa kredit
yang diberikan oleh bank hanya untuk nasabah yang membuat perjanjian
kredit ini dan melarang adanya kerugian padda pihak lain, sebagaimana
diatur dalam Pasal 10 huruf d perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah.
Asas itikad baik terdapat pada Pasal 8 mengenai cidera janji dan Pasal 10
mengenai pengakuan dan jaminan. Asas konsensualisme terdapat pada
adanya tandatangan para pihak yang menjadi bukti bahwa para pihak
sepakat akan perjanjian kredit ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 10
huruf a perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah. Asas mengikat sebagai
Undang-Undang terdapat dengan adanya Pasal 15 perjanjian kredit Bank
Mandiri Syariah mengenai cara penyelesaian sengketa. Sedangkan Asas
kebebasan berkontrak tidak terpenuhi karena dalam perjanjian baku ini,
nasabah tidak dapat bebas menentukan isi perjanjian. Maka dari itu,
dalam perjanjian baku asas kebebasan berkontrak ini berubah menjadi
asas masuk kontrak, dimana nasabah memiliki kebebaasan untuk

membuat atau tidak membuat perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah.

. Asas perjanjian menurut prinsip syariah yang terpenuhi ialah asas

kebolehan (mabda’ al-ibahah) terpenuhi karena perjanjian kredit ini
tidak melanggar hukum islam yaitu gharar, masyir, dan riba. Asas
konsensualisme (mabda’ ar-radha’iyyah) terpenuhi dengan adanya
tandatangan para pihak. Asas janji itu mengikat yang tercantum dalam
Pasal 9 perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah. Asas kemaslahatan

(maslahah) terpenuhi dengan adanya tujuan pembuatan perjanjian kredit
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yang diatur dalam Pasal 2 dan larangan merugikan pihak ketiga dalam
Pasal 10 huruf d perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah. Asas amanah
yang tercantum pada Pasal 8 dan Pasal 10 perjanjian kredit Bank Mandiri
Syariah. Asas keseimbangan (mabda’ at-tawazun fi al-mu awadhah)
yang tercantum dalam Pasal 12 perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah
mengenai Resiko. Asas keadilan yang tercantum dalam Pasal 2
perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah yang mencantumkan mengenai

hak dan kewajiban pihak.

1.2 Pada Perjanjian Kredit Bank Muamalat Indonesia

1.

Perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia termasuk dalam perjanjian
baku. Hal ini dikarenakan perjanjian ini memenuhi pengertian menurut
SEOJK No. 13 Tahun 2014. Dimana perjanjian kredit Bank Muamalat
Indonesia ini ialah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh
Bank Muamalat Indonesia dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk,
maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan kredit
kepada Nasabah secara massal.

Melihat segi format perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia,
klausula-klausula dalam perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia
telah dirumuskan dalam kalimat yang cukup sederhana dalam Bahasa
Indonesia yang mudah dimengerti oleh nasabah. Namun, terdapat istilah
dalam bahasa asing yang tidak disandingan dengan pengertiannya dalam
Bahasa Indonesia, yakni istilah Financing to Value (FTV) dalam Pasal 23
ayat (11), subsidiary company, cessie, dan joint financing dalam Pasal 23
ayat (2). Pasal 23 ayat (10) perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia
mengatakan bahwa peraturan pada perjanjian ini telah disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan termasuk POJK. Terdapat juga
tanda tangan yang dibubuhkan di akhir perjanjian. Pasal 23 ayat (1)

disebutkan bahwa dengan menandatangani perjanjian ini, nasabah telah
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memahami perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia. Nasabah juga
telah memahami isi perjanjian maupun dokumen lain. Sebagaimana, hal-
hal yang mengatur mengenai format perjanjian diatur pada bagian III
SEOJK No. 13 Tahun 2014.

. Melihat isi dari perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia, perjanjian
kredit Bank Muamalat Indonesia telah sesuai Pasal 3 POJK No. 1 Tahun
2013 pada Pasal 13 & Pasal 14 perjanjian kredit Bank Muamalat
Indonesia, Pasal 6 POJK No. 1 Tahun 2013 pada Pasal 5 ayat (2) & ayat
(3), Pasal 10 POJK No. 1 Tahun 2013 pada Pasal 4 & Pasal 9 perjanjian
kredit Bank Muamalat Indonesia, Pasal 13 POJK No. 1 Tahun 2013 pada
Pasal 4 perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia, Pasal 25 POJK No.
1 Tahun 2013 pada Pasal 18 perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia,
Pasal 2 POJK No. 1 Tahun 2014 pada Pasal 21 perjanjian kredit Bank
Muamalat Indonesia, SEOJK No. 13 Tahun 2014 bagian II butir 4 huruf f
pada Pasal 23 ayat (8), serta ketentuan dalam ketentuan umum Fatwa
Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah
ayat 7 pada Pasal 4 & Pasal 7 perjanjian kredit Bank Muamalat
Indonesia, ayat 8 pada Pasal 23 ayat (2) perjanjian kredit Bank Muamalat
Indonesia, ayat 5 pada Pasal 7 perjanjian kredit Bank Muamalat
Indonesia, dan ayat 6 pada Pasal 4 & Pasal 9 perjanjian kredit Bank
Muamalat Indonesia.

. Terdapat isi dari perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia yang
melanggar Pasal 22 POJK No. 1 Tahun 2013. Terdapat beberapa pasal
yang melanggar Pasal 22 POJK No. 1 Tahun 2013 dan SEOJK No. 13
Tahun 2014. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) mengenai perubahan yang
ditentukan secara sepihak. Pasal 19 mengenai asuransi memberikan
kuasa kepada Bank Muamalat Indonesia untuk mengasuransikan,
mengajukan klaim, serta menerima klaim, Pasal 7 ayat (8) yang

mengatur mengenai cara pembayaran menyebutkan bahwa Bank
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Muamalat Indonesia tidak memberikan ganti rugi apapun apabila
terdapat kelebihan bayar.

. Melihat syarat keabsahan pada Pasal 1320 KUHPerdata, Syarat
keabsahan kesepakatan terdapat pada Pasal 5 huruf c¢ perjanjian kredit
Bank Muamalat Indonesia. Pasal 5 huruf c¢ perjanjian kredit Bank
Muamalat Indonesia menyebutkan bahwa nasabah memiliki persyaratan
yaitu menandatangani perjanjian ini dan perjanjian pengikatan agunan
atau jaminan yang disyaratkan oleh bank. Syarat kecakapan dalam Pasal
1320 KUHPerdata tidak disebutkan secara tegas dalam perjanjian kredit
Bank Muamalat Indonesia. Syarat suatu hal tertentu, terdapat dalam
Pasal 4 perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia yang mengatakan
bahwa kredit sebagai objek perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia
ini dapat diperdagangkan dan dapat ditentukan. Syarat sebab yang halal,
sebab dari dibuatnya perjanjian ini ialah nasabah yang ingin meminjam
sejumlah uang dari Bank Muamalat Indonesia dan hal ini tidak
melanggar Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Rukun perjanjian menurut prinsip syariah pada perjanjian kredit Bank
Muamalat Indonesia, Syarat pernyataan mengikat diri (shighat al-‘aqd )
dalam prinsip syariah dapat dilihat pada Pasal 2 perjanjian kredit Bank
Muamalat Indonesia. Syarat pernyataan mengikat diri ialah perjanjian
harus disampaikan secara lisan/tertulis sehingga dapat menimbulkan
akibat hukum. Objek perjanjian pada perjanjian kredit Bank Muamalat
Indonesia ialah kredit atau pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 4
perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia. Syarat adanya pihak-pihak
dalam perjanjian (al-muta’aqidain/al- ‘agidain) pada prinsip syariah juga
terpenuhi dalam perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia. Pihak pada
perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia ialah pihak bank yaitu Bank
Muamalat Indonesia dan nasabah Bank Muamalat Indonesia. Syarat
objek perjanjian (al-ma’qud alaih/mahal al-aqad), objek perjanjian harus

telah ada pada waktu perjanjian diadakan, dibenarkan oleh prinsip
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syariah, dapat ditentukan dan diketahui, dan dapat diserahkan pada
waktu perjanjian terjadi. Objek dari perjanjian kredit Bank Muamalat
Indonesia ialah sebuah kredit. Kredit bukanlah hal yang dilarang dalam
prinsip syariah. Syarat adanya tujuan (maudhu’ al-aqad) bermakna
bahwa dalam suatu perjanjian haruslah terdapat tujuan yang ingin
dicapai. Tujuan dari dibuatnya perjanjian ini ialah pemberian kredit yang
diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia kepada nasabah.

. Asas dalam KUHPerdata, dalam pasal perjanjian kredit Bank Muamalat
Indonesia tidak mengatur mengenai asas kepribadian, asas kebebasan
berkontrak telah diganti dengan asas masuk kontrak dan hal ini
tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) perjanjian kredit Bank Muamalat
Indonesia. Asas itikad baik subjektif dapat dilihat dari ketentuan Pasal 13
perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia mengenai cidera janji.
Khusus untuk asas itikad baik objektif dapat dilihat pada ketentuan Pasal
13 ayat (2) perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia. Dalam Pasal 5
ayat (1) huruf C perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia, menyatakan
bahwa perjanjian ini telah memenuhi asas konsensualisme. Pasal 21
perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia mengenai cara penyelesaian
sengketa, membuktikan bahwa perjanjian ini menjadi bersifat memaksa
dan dilindungi secara hukum serta sesuai dengan asas pacta sunt
servanda.

. Asas dalam prinsip syariah, Asas kebolehan (mabda’ al-ibahah),
perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia pun tidak mengandung riba,
gharar, dan masyir. Asas konsensualisme (mabda’ ar-radha’iyyah)
terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf C. Asas janji itu mengikat yang
mengatakan bahwa setiap janji pada perjanjian harus dipenuhi,
sebagaimana tercantum pada Pasal 13 dan Pasal 14 perjanjian kredit
Bank Muamalat Indonesia mengenai cidera janji dan akibat cidera janji.
Asas keseimbangan (mabda’ at-tawazun fi al-mu’awadhah), terdapat

pada Pasal 23 ayat (1) perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia.
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Apabila nasabah menandatangani perjanjian kredit Bank Muamalat
Indonesia, maka nasabah sudah yakin bahwa terdapat keseimbangan
antara apa yang akan nasabah berikan dan apa yang akan nasabah
dapatkan. Asas kemaslahatan (maslahah) pada prinsip syariah, mengenai
tujuan perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia ialah pemberian kredit
sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 perjanjian kredit Bank Muamalat
Indonesia. Asas amanah pada prinsip syariah, mengatakan bahwa para
pihak yang membuat perjanjian harus beriktikad baik. Itikad baik ini
dapat dilihat dari Pasal 13 perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia
mengenai cidera janji. Asas keadilan pada prinsip syariah terpenuhi
dengan adanya hak dan kewajiban para pihak yang diatur pada Pasal 2

perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia.

2 Saran
Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan
dari hasil penelitian ini ialah:

a. Bank Mandiri Syariah harus memenuhi syarat format perjanjian baku
pada bagian III SEOJK No. 13 Tahun 2014 dengan mengatakan dengan
tegas bahwa perjanjian ini telah sesuai dengan POJK dan memberikan
waktu pada nasabah untuk membaca dan memahami isi dari perjanjian.

b. Bank Mandiri Syariah harus menghapus klausula yang melanggar Pasal
22 POJK No. 1 Tahun 2014 pada Pasal 13 perjanjian kredit Bank
Mandiri Syariah. Bank Mandiri Syariah harus mengubah Pasal 13
perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah dimana bank berhak dalam
pengajuan dan menerima claim asuransi. Seharusnya, ketentuan pada
Pasal 13 perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah nasabah lah yang berhak

mengajukan dan menerima c/aim asuransi.
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C.

Bank Muamalat Indonesia harus memenuhi syarat format perjanjian baku
pada bagian III SEOJK No. 13 Tahun 2014 dengan memberikan istilah
dalam Bahasa Indonesia pada istilah asing yang terdapat pada perjanjian.
Istilah-istilah asing yang dimaksud ialah Financing to Value (FTV)
dalam Pasal 23 ayat (11), subsidiary company, cessie, dan joint financing
dalam Pasal 23 ayat (2) perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia.
Bank Muamalat Indonesia harus menghapuskan klausula yang tidak
sesuai dengan Pasal 22 POJK No. 1 Tahun 2013 yaitu pada Pasal 18
perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia mengenai bank berhak
menerima claim asuransi dan Pasal 7 ayat (8) Bank Muamalat Indonesia
mengenai bank tidak memberikan ganti rugi terhadap kelebihan
pembayaran yang diberikan oleh nasabah. Seharusnya, pada Pasal 18
disebutkan bahwa nasabah lah yang berhak menerima c/aim asuransi dan
pada Pasal 7 ayat (8) bank harus mengembalikan kelebihan pembayaran
yang dilakukan oleh nasabah.
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